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(Denny Altvuliany, Bp : 05140083, Fakultas Hukum UNAND, 60 halaman, tahun 2009}

ABSTRAK

Keterpurukan ekonemi. tingkat inilasi vang meningkat, serta terperosoknya nilai rupiah
pada masa krisis ekonomi di Indonesia, telah menyebabkan banyaknya perusahaan yang
kesulitan membavar kewajiban utang-utangriya terhadap para kreditor dan [ebih jaub lag:
banyak perusahzan yang mengalami kebangkrotan (pailit), Dilihat dari segi hukum, hal &
atas memerlukan suatn peraturan perundang-undangan vang mengatur masalah utang-
miutang ini secara cepat. efektif, efisien, dan adil. Hadiryva Undang-Undang Kepailitan
Nomor 37 Tahun 2004 tentzng Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembavaran Utang
{vang selanjuinya disebut dengan UUKPKPUY, merupakan Undang-lUndang Kepaihitan
haru vang dirasa memenuhi kebutuhan para investor perusahaan untuk menyelesaikan
masalah wtang-piutang mereka. Untok mendapatkan data yang dibutuhkan digunakan
pendekatan masalah vang bersifat yuridis sostologis, vaitu penelitian yang menekankan
pada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaedah-kaedah hukum yang berlaku lersebut
dengan kehidupan nyata 7 dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dipakal
adalah studi dokumen dan wawancara, Analisis data yang dipakai adalah analisis data
deskripnif kualitatif. Pokok permasalahan inilab vang dialami oleh PT, Sindofl Pratama
vang dipuius pailit oleh Pengadilan Miaga Jakarta Pusat. Putuzan pailit tersebui
menimbulkan berbagai akibat hukum baik bagi perusahaan ilu sendini maspun para
kreditomyva. Salsh satunya adalah skiba hukm hagi kreditor pemegang hak tanggungan
(BNI) vang pads kenvatpannva berada di luar proses putusen pernvataan pailit. Hal ini
dikarenakan adanva beberapa keistimewaan bagi kreditor pemegang hak tanggungan
dalam kepailitan, Salah satunva adalah kedudukannya sehagai Kreditor Separatis dalam
mengeunakan hakava untuk mengeksekusi objek hak tangpungan dari harta debitor pailin
scalah-olah tidzk terjadi kepailitan.



BARIT
PENDAHULUAN
A, Latar Belakang Masalah

Pembangunan i bidang  ekeonomi, merupakan bagian dari pembangunan
nasional, salah salu upaya untuk  mewagudkan masyarakat adil dan makmuor
berdasarkan Pancasila dan Undang-Usdang Dasar Nepara Republik Indonesia Tahun
1945, Dalam rangka memelibara kesinambungan pembangunan terscbut, dibutuhkan
dana dalam jumlah besar, baik vang dilakukan aleh pemenntzh mavpun masyarakal
sehagai perormean dan badan hukum. Hal ini berkaitan jelas dengan invesiasi
seseorang atin badan hukum baik secara domestik maupun asing.

Para investor vang melakukan penanaman modal di Indonesia, pada vmuorsnya
mengpunakan  sistem langsung  dan tidak  langsung. seperti dijelaskan dalam
Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Momor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal. Untuk bertahan dari perkembangan perckonoemion global  dalam hal
pembanpgunan, peruszhaan investor harvs  bennisialit agar pembangupan vang
dijalankan dapat berjalan sesuai rencana, Salah satu vpaya yanp dilakokan oleh
investor perusahaan adalah melakukan beberapa pinjaman, seperti kepada lembaga
perbankan dan lembaga pemblayiam linnya,

Fihak wang membenkan wang dalam hal im lembaga perbankan  atau
pembiayaan yvang melakukan pemberian kredit, disebot dengan Kreeditor, dan yang
nervtang dalam hal ini pihak perusabaan mvestor, disebut dengan Debitor. Perjanjian

kredit yang diberikan olch pibak kreditor kepada debitor bukanlah tanpa nsiko.



Lad

perlindungan hukum bagi semua prhak dalam memantzatkan tanab beserta benda-
benda wvang berkaitan dengan tanah scbagai jaminan kredit. Untuk itu, prakik
pengikatan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dalam kegistan pemberian kredit
hendaknya dapat pula dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diator dalam Pasal 1
angka 1 furcto Pasal 6 dan 20 ayat (1) UUHT

I'ada tahun 1997 telah tegadi keterpurukan perekonomian di Indonesia. Kondisi
perekonomian ini mengakibatkan keterpurukan terhadap  pertumbuhan ekonomi.
tingkat inflasi vang meningkat, serta lerperosoknya nilai repiah. Hal inilah yang
menvebabkan banyaknva perusahaon yang kesulitan membayar kewajiban utang-
utangnya terhadap para kreshitor dan lelih jauh lagn banyak perusahaan yang
mengalami kebanpkrotan {pailit). Perusahaan yang pailit tersebut dan terlanjur
mempernleh kredit bank. tlentu akan tersanghut pada masalah kebijakan pemerintah
vang menaikkan suku bunpa bank, Sementara i, dana vang terkumpul dan
masyarakat sulit disalurkan karena jarang ada perusahoaan yang mampu memperaleh
marpin o atas sk ]1ur:|:__{zl.:

[likat <lari sepd hukum, hal di atas memerlukan soatu peraturan perundang-
umslanpan vang mengatur masalah penvelesaian wlang-piutang im secara cepat,
efekiif, efisien, dan adil. Atas prinsip-prinsip italah Pemenintzh mengeluarkan
Undapg-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang  Kepotlitan  Than

Penundaan  Kewapiban Pembayaran Lhang (yvang selanjutnya disinghkal menjadi

*oAdrian Suledi, Sk Perfankan Finfnmar Peocacian Uong, Merger, Likbdasi, aan
Kepailitast, Sinur Gratike, Jakerts, 2007, hio, 1RO
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UUKPEPU). Sccara struktural UUKPKPU merupakan Undang-Undang Kepailitan
vang baru yang dirasa memenvhi kebutuban para investor perusabasm  untuk
menyelesatkan masalah  wlang-piutang mercka, seperll pelunasan utang,  tahap
pembayaran  utang, pembagian  boedel  palit, dan lam-lain. Namuon,  pada
kenvataannya UUKPKPLU ini, masih terdapat kekuranpan-kekurangan vang  pada
akhirmva menyebabkan kersguan alas penerapan hukum kepatlitan o sendin,
Pernvataan ind dapat Jilibal dan famanya proses pencocokan utang dalam hal
pelunasan serta adanya permasafaban menpenai kedudukan dan tingkatan para
kreditor vang seakan-akan lidak mengutamakan prinsip paritas creditoriom dan part
Passu pra rata f?-:'.l'r'l'l.-f.j DHmana prinsip-prinsip tersebut menvebutkan seearn lepas
bahwa pada dasamya kedudukan para kreditor sama dalam hal pelunasan utang.

Sebapa salah satue contoh bagi langkah para ivestor uniuk mendapat pinjaman
atau kredit yang mempermudah pelaksanaan peruszhasnnyva yaitu dengan memilih
lembaga hak tanpounpan sebagal jaminan terhadap utang atas phuang kepada
kreditor, Kreditor vang menjadi pemegang hak tanggungan memilikn kedudoka
uniuk mengeksekusi barta pailit dari wlang debitor vang telzh dijstehn putusan
pernvataan pailit oleh Penpadilan Niaga, Dimana di dalam putusan pernvataan pailit
tersebut terdapar beberapa akibat hukum baik bagi debitor pailit maupun bae Kreditor
pemepang hak tanggungan terschut.

Akibat hukum hagi kreditor pemcpang hak tanggungan merupakan akibat
hukum vang bersifat khuses dan muncul setelah putusam pemyvitaan patlit divcapkan

* Jono, Mukum Kepailitan, Sinar Grafiva, Jakama, 2008, him_ 3



BAR I11
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Akibat Hukum Putusan Pailit Bagl Kreditor Pemegang Hak Tanggungan
Padz bagian ini akan dibahas mengenai akibat hukum putusan pernvataan pailit
bagi krediter pemepang hak tanppungan pada kasus PT. Sindoll Pratama. Namun,
terlehih dahulu. penulis akan menjelaskan mengenai proses permohonan pailit yang
dituiukan terhadap PT. Sindoll Pratama tersebut. Permohonan pailit yang diajukan
kepada Pengadilan Miaga Jakarta Pusat oleh PT. Citra Handal Printing sebaga
Pemehon Pailit terhadap P, Sindoll Pratama sebagal Termobon Pailit pada tanggal
12 Juni 2006 ini, berisikan tentang beberapa alasan-slasan yang melatarbelakang
disjukannya permohonan sepertl !
1y Adanya wang termoehon kepada pemohon yang telab jatuh wakta dan dapat
ditagib,
2y Sebelum  digjukannya permohonan pailit imi Permohon melalui Kuasa
hukumnyva pada tanggal 31 Maret 2006, (elah menyvampaikan Surat Somas
kepada Termobon agar'segers membayvar tagiban Pemohon vang belum
Termohon bayarkan, namun hingpa saat permohopan pailit ind diajukan
somasi tersebut tidak ditanggapi oleh Termaohon,

3y Termohon mempunyat 2 {dua) atan lebih keeditor

" Lampiran Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan MNisga Jakans Pursa Mo,
ZUPAILITZ20060PN, MIAGA, JET. PST tanggal 12 Juni 2006 lentang Permohoaan Pailit oleh PT
Citre Handal Printing rerhadap PT. Sindoll Pratama
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BAB IV
PENUTLP
A, KESIMPULAN

1. Akibat hukum putusan pernyatoan pailil bagi kreditor pemegang hak
tanpeungan pada kasus pailit terhadap PT. Sindell Pratama merupakan
akibat hukum vang bersifat khusus dan muncul setelah putusan pernyataan
pailit divcapkan oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, serto
tagihan-tagihan BNL tidak dimasukkan dalam boedel paili sealah-olah
berada di luar kepailitan.

7. Kedudukzn BNl sebapai kreditor seperatis dalam putusan pailit PT,
Sindoll Pratama baik menurat UTKPEPLUL PFaszal 21 UUTHT maupun Pasal
1132 KUHPerdsta berada pada uritan atan tingkatan pertama di loar
kepailitan, NI sebagai krediter pemegang hak tanggungan seakan-akan
berada terpisah dar kreditor lainnva, oleh karena tu disebut dengan

Koreditor separatis.

B. SAHAN
Dalam penulisan karva ilmiah ini ada beberapa saran ;
|, Sehaiknyva dalam hal pengambilan pelunasan pintang dan penjualan objek hak
tapggungan oleh Kredilor Pemegang Hak  Tanggungan  terscbut  dapat

dikerikan laporan yang jelas dan konkrit kepada Kurator, sehingga sisa hoedel
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